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ABSTRAK

CATATAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan pengaturan sebagai
pedoman dalam pengelolaan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya
nonaparatur sipil negara pada Badan Layanan Umum Daerah. Pengaturan tersebut
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin tertib administrasi, serta
mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan
berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak,
Kewajiban, dan Pemberhentian Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya
Nonaparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah.

Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020, serta Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai sumber daya manusia pada Badan Layanan
Umum Daerah, pengadaan pegawai nonaparatur sipil negara, persyaratan, pengangkatan
dan penempatan, batas usia dan masa kerja, hak dan kewajiban, pemberhentian,
pembinaan dan pengembangan, penilaian kinerja, penyelesaian perselisihan, ketentuan
peralihan, serta ketentuan penutup.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mencabut Peraturan
Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan,
Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada
Badan Layanan Umum Daerah.



